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     Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi, â€œBarang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)â€•. Namun tindak pidana merek masih terjadi di Kota Banda Aceh.
     Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran hak merek
pada usaha konveksi, hambatan di dalam penerapan ketentuan pidana terhadap usaha konveksi yang menggunakan merek terkenal
terdaftar tanpa izin, dan upaya mengatasi hambatan didalam penerapan ketentuan pidana terhadap usaha konveksi yang
menggunakan merek terkenal terdaftar tanpa izin.
     Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dan
lain-lain, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan mewawancarai responden dan informan.					
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelanggaran hak merek pada usaha
konveksi adalah kurangnya pemahaman masyarakat, nilai jual yang tinggi, kondisi perekonomian masyarakat masih rendah, dan
faktor gaya hidup (life style). Hambatan dalam penerapan pidana terhadap pelaku adalah karena tindak pidana ini merupakan delik
aduan, terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas dan SDM. Upaya dalam mengatasi hambatan yakni melakukan pengawasan dan
kegiatan rutin dengan melakukan patroli, meningkatkan kerjasama antara pemilik merek, kepolisian dan Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.		
     Disarankan kepada aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM Aceh untuk
meningkatkan pengawasan secara merata terhadap penjualan barang atau jasa pada usaha-usaha konveksi yang ada di Kota Banda
Aceh, serta melakukan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat
mengenai pentingnya menghargai merek seseorang sehingga mencegah dan memperkecil angka pelanggaran pada hukum merek.
